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BAB i

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang
senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak
merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 ayat
(2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen
sebanyak empat kali. Bunyi Pasal 28 (B) ayat (2) UUD 1945 tersebut
adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak asasi anak
yang tercermin di dalam mukadimah deklarasi tersebut, menyatakan
antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik
untuk anak, serta dalam deklarasi anak pada tanggal 20 November 1958,
Majelis Umum PBB secara aklamasi mensahkan Deklarasi Hak Anak-
Anak. Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari
perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial,agama
maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Anak harus dibesarkan di

dalam semangat yang penuh dengan pengertian, stoleransi dan

.




persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta
dengan penuh kesadaran, tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada
sesama manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita hangsa,
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk
menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban
yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka
penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam menjamin
pertumbuhan dan perkembangannya secara olptimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni
sejak dari janin, dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh dan
komprehensif, dalam melakukan pembinaan pengembangan dan
perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga
perlindungan anak, lembaga ke;agamaan. lembaga swadaya masyarakat,
organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran
terhadap hak asasi anak. Kekerasan telah menjadi masalah di dalam

kehidupan manusia. Kekerasan terhadap anak bukan saja menimbulkan

T




masalah hukum, tetapi juga menimbulkan masalah sosial di tengah
masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang kriminologi, maka kekerasan
terhadap anak-anak merupakan problem kriminal dan sosial saat ini.
Walaupun pembangunan di bidang agama dan pendidikan sudah hampir
merata di pelosok tanah air, tetapi kenyataanya belum bisa mengubah
sikap masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia,
merupakan pusat perdagangan di Indonesia Timur khususnya di Sulawesi
Selatan, berpenduduk multiethis dengan berbagai masalah sosial
masyarakatnya, salah satunya kekerasan terhadap anak. Makassar juga
merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib
melaksanakan perlindungan anak, diduga terindikasi adanya kekerasan
terhadap anak serta banyak terjadi penelantaran anak}. Pemukulan anak
adalah bentuk kekerasan fisik, dan menelantarkan tiféiak memperhatikan
kebutuhan,tumbuh kembang anak adalah kekerasan non fisik,
membiarkan anak mengemis di jalan apalagi mengeksploitasi anak secara
ekonomi sudah termasuk indikasi kekerasan. Seperti tindak kekerasan
penelantaran yang bisa dilihat secara langsung pada beberapa jalan raya
dikota makassar dimana didapati banyak anak yang melakukan perbuatan
meminta-minta atau biasa disebut pengemisan.

Kenyataan inilah memperlihatkan indikasi bahwa kekerasan terhadap

anak dapat dilakukan oleh siapa saja,mulai dari orang tua masyarakat




hingga aparat. Penegak hukum belum secara optimal melakukan
penindakan terhadap pelaku kekerasan anak, sesuai dengan ketentuan
perlindungan anak dan di Kitab Undang-Undang Pidana Irdonesia
(KUHP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik kekerasan terhadap
anak?

2. Bagaimanakah dampz;k kekerasan terhadap perkembangan anak?

3. Apakah penerapan sanksi kepada pelaku tindak kekerasan terhadap
anak sudah optimal? :
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengrtahui faktor penyebab terjadinya delik kekerasan

terhadap anak-anak di kota Makassar.

b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pada pelaku kekerasan

terhadap anak sudah optimal.

¢. Untuk mengetahui dampak kekerasan terhadap anak.




2. Kegunaan Penelitian
a. Menjadi bahan perbandingan bagi kepolisian kejaksaan,
pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak di Kota Makassar.
b. Menjadi bahan perbandingan bagi pihak yang ingin meneliti
dampak kekerasan terhadap anak lebih lanjut.
1.4 Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun alasan
penulis memilih Kota Makassar sebagai objek penelitian, karena
teridentifikasi bahwa di beberapa kecamatan yakni kecamatan
makassar, kecamatan bontoala, di Kota Makassar dapat dilihat
fenomena kekerasan pada anak dapat dilihat secara langsung yaitu
kekerasan penelantaran.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer, Penulis langsung ke lapangan dengan mengadakan
wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang ada kaitannya
dengan kekerasan terhadap anak, dan menggunakan Kkuisioner

yang telah disiapkan untuk responden.

b. Data sekunder, disimpulkan melalui studi pustaka yang sekaligus
dijadikan landasan teoritis dalarn penelitian lapangan, baik untuk

memperoleh data primer serta untuk menentukan metode yang




digunakan untuk menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi
penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Pada tahap ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
tentang kekerasan terhadap anak secara langsung, dan mencatat
setiap gejala yang ditimbulkan di lokasi penelitian.
b. Wawancara
Wawancara dua orang aparat Kepolisian Wilayah Kota Besar
(POLWILTABES) Makassar, dua orang jaksa pada kantor
Kejaksaan Negeri Makassar, dan dua orang Hakim dan Ketua
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Makassar serta dua orang
tokoh masyarakat.
c. Kuisioner
Kuisioner dibagikan kepada responden terpilih sebanyak 100

orang dengan perincian sebagai berikut :

1) Guru Sekolah - 30 orang
2) Masyarakat . 30 orang
3) Ibu rumah tangga : 40 orang




4. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis
secara kuantitatif dalan bentuk tabel frekuensi (f) dan persentase (%)
dan kemudian dianalisis secara kualitati

Analisis kuantitatif menggunakan rumus:

F
P=-—-- x100%
N
Keterangan:

P = Persentase
F = frekuensi

N = jumlah




2.1

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Batasan Umur Anak

Secara umum dapat dikatakan bahwa anak adalah seseorang
yang lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan.
Hubungan tersebut menurut sejarah kehidupan manusia berasal dari
Adam dan Hawa, dan darn kedua makhluk tersebut lahirlah keturunan
yang beranak-pinak menjadi kelompok yang semakin lama semakin
membesar sehingga akhirnya menjadi suatu masyarakat yang bersuku-
suku dan berbanga-bangsa.

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat
luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk
mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama,
hukum dan sosial.

Namun yang menjadi persoalan sampai usia berpakah
seseorang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai anak? Hal inilah
yang menjadi persoalan dan menjadikan perbedaan pendapat dari para
ahli hukum, karena belum adanya pengertian yang jelas dan seragam
baik dalam penentuan Perundang-undangan di Indonesia maupun

pendapat para sarjana mengenai hal tersebut.




Ter Haar (1983:166) mengemukakan pendapatnya sebagai

berikut:

Menurut hukum adat masyarakat hukum kecil itu, maka seseorang
menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai
orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapak
mertuanya untuk berumah lain sebagal laki-bini muda yang
merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

mampu mandiri atau sudah mampu mengurus kepentingannya sendiri

atau mampu memikul tanggung jawab sosial dalam lingkungan dimana
ia berada atau dengan kata lain hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang
nyata yang dapat dilihat atau terdapat pada diri seseorang.

Tidak ada keseragaman tentang rumusan anak, bahkan terkesan
sangat variatif tergéntung sudut pandang, sehingga dalam
perumusannya masih ditemukan pengertian berbeda-beda. Anak dalam
pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang
iimu pengetahuan, tetapi ditelaah dari segi pandang realitis kehidupan
seperti agama, hukum, dan sosial yang menjadikan pengertian anak
semakin rasional aktual dalam lingkungan sosial.

Menurut Maulana Hassan Wadong (2000°2) mengartikan anak
sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum yang

tergolong tidak mampu atau di bawah umur.
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Apong Herlina dkk (2003:4) menyatakan bahwa anak adalah
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai cin
dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

Arif Gosita (2004:14) anak adalah manusia-manusia sesama kita
mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai
manusia dan berada dengan kita dalam suatu masyarakat.

Pengertian anak dari segi agama Islam (Maulana Hassan Wadong,
2000:5) anak disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang
dhaif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses
penciptaan yang berdimensi pada kehendak Allah SWT.

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-
Qur'an, surah Al-Isra’ ayat 70, Al-Qur'an dan terjemahannya (1992:435)
yang artinya:

Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat

mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-

baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna
atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Selanjutnya Hadits Nabi Muhammad SAW (Maulana Hassan

Wadong,2000:6) yang artinya: semua anak dilahirkan atas kesucian
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sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanyalah yang
menyebabkan menjadi Yahudi, Nasrani dan Madjusi.

Selanjutnya pengertian anak menurut hukum pidana sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 46 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dikesampingkan karena adanya peraturan lebih khusus
yang mengatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak, pada Pasal 1 ayat 1 batas usia anak dalam pengertian
pidana dirumuskan dengan jelas, Anak adalah orang yang dalam
perkara Anak nakal telah mencapai delapan tahun tetapi belum
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya Burgerlik Wetboek (BW) Pasal 330 ayat 1,
mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu
telah kawin.

Selanjutnya,Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa yang dimaksud dengan
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 termasuk anak yang
m.asih dalam kandungan.

Hukum adat menurut Soepomo (Maulan Hassan Wadong,

2000:25) menentukan ciri-ciri kedewasaan sebagi berikut:
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a. dapat bekerja sendiri;

b. cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat;
c. dapat mengurus harta kekeyaan sendiri;

d. telah menikah;

e. berusia 21 tahun.

Dengan demikian menurut hukum adat anak yang belum dewasa
atau di bawah umur adalah anak yang belum dapat bekerja sendin,
belum cakap dan belum mampu bertanggungjawab dalam masyarakat,
belum dapat mengurus harta kekayaan sendiri,belum menikah, dan
belum beruasia 21 tahun.

Pengertian anak dari segi sosial (Maulana Hassan Wadong,
2000:12) menjelaskan kedudukan anak sebagai makhluk sosial ciptaan
Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan
masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pengertian ini memposisikan
anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari
masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Anak dalam makna sosial
lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena ketertatasan-
keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk
berekspresi sebagaiman orang dewasa. Faktor keteirbatasan
kemampuan dikarenakan anak beradap pada proses perturnbuhan,
proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum

dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik
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dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada di bawah
kelompok usia orang dewasa.

Sebagai dasar menentukan anak di bawah umur adalah Pasal 1
ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak,yakni yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.
Pengertian dan Jenis Kekerasan

Pengertian Kekerasan

Hingga saat ini belum ada keseragaman pengertian kejahatan
dan kekerasan oleh para ahli hukum dan kriminologi. Penyebabnya
karena perbedaan titik pandang tentang kejahatan dan kekerasan,
sehingga berkembang pendapat bahwa tidak semua kexerasan
merupakan kejahatan, apalagi menganggap suatu perbuatan sadisme,
perkelahian tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-
undang dan dapat dipandang kekerasan. Perkelahian atau kejuaraan
yang dilakukan oleh dua orang atlet seperti tinjukarate dan lain
sebagainya, maka perkelahian itu tidak bertentangan dengan undang-
undang yang secara otomatis bukan merupakan kekerasan,tetapi hanya

boleh dipandang sebagai suatu olah raga yang keras (kontak fisik).
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Menurut Romli Atmasasmita (1992:53) bahwa:

Tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, oleh karena ia
bergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu
sendiri san tergantung dari persepsi kelompok-kelompok tertentu
dalam masyarakat, apakah kelompok yang berdasarkan ras,
agama dan idiologi.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita (1992:55) menulis mengenai
formulasi kekerasan sebagai berikut:

Menurut para ahli, kekerasan yang dipergunakan sedemikia

rupa sehingga mengakibatakan terjadinya kerusakan baik fi ik

maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan deng

hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.

Aroma Elmina Martha, (Irwan,2001:15) mengemukakan bahwa:

Kekerasan diartikan sebagai ancaman, usaha atau penggunaan

kekuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang

menimbulkan luka baik secara fisik maupun nonfisik terhadap

orang lain.

Bertitik tolak pada pengertian di atas, nampak bahwa kekerasan
(violence) menunjuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan
undang-undang baik berupa ancaman maupun merupakan tindakan

nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau

fisik yang mengakibatkan kematian pada seseorang.

Dalam Buku Il KUHP yang menjelaskan bentuk-bentuk
kejahatan, dan BAB IX Pasal 89 KUHP yang menjelaskan pengertian
tindakan melakukan kekerasan dapat disimpulkan bahwa:

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat
orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti daripada
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‘malakukan kekerasan” ialah menggunakan kekuatan atau
tenaga jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

b. Jenis-jenis Kekerasan

Romli Atmasasmitha (1992:59) dalam makalahnya

mengemukakan 4 (empat) jenis kekerasan yang digolongkan sebagai

berikut:

1. Pembunuhan

2. Penganiayaan

3. Pemerkosaan

4. Pencurian dengan kekerasan.
1. Pembunuhan

Pembunuhan menurut KUHP adalah menghilangkan nyawa
orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340

pelaksanaan pembunuhan menurut hukum, pembuat harus

- melakukan sesuatu atau rangkaian-rangkaian tindakan kekerasan

yang mengakibatkan orang lain meninggal. Akibat yang dilarang
dalam kejahatan ini adalah kesengajaan yang mengakibatkan
meninggalnya orang lain.
Rumusan Pasal 338 KUHP (R. Sugandhi, 1981:357) adalah:
Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang,
karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamnya 15 ( limabelas ) tahun.

Adapun jenis-jenis Delik Pembunuhan yang diatur dalam

Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP adalah sebagai berikut:
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Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Dalam Pasal 339 KUHP juga termasuk pembunuhan biasa
namun dalam Pasal 339 KUHP ancaman hukumannya lebih
berat apabila dilakukan dengan diikuti, disertai atau didahului
dengan peristiwa yang lain, sedang tujuan pembunuhan itu
untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana
tersebut,atau apabila tertangkap tangan untuk melindungi din
atau kawan-kawannya daripada hukuman atau
mempertahankan barang yang diperolehnya dengan melawan
hukum itu, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
Pembunuhan berencana atau direncanakan terlebih dahulu
(Pasal 340), dihukum dengan hukuman mati atau penjara
seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua
puluh tahun.

Pembunuhan atau membunuh anak diatur dalam Pasal 341
KUHP.

Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu diatur
dalam Pasal 342 KUHP.

Orang yang turut melakukan atau membantu melakukan pada

pembunuhan anak, diatur dalam Pasal 343 KUHP.
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Pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri, yang di sebut
dengan nyata dan sungguh-sungguh diatur dalam pasal 344

KUHP.

Bunuh diri atas hasutan oleh orang lain untuk bunuh din, diatur

dalam Pasal 345 KUHP.

Perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh
kandungannya atau suruhan orang lain diatur dalam Pasal 346

KUHP.

Menggugurkan kandungan seseorang perempuan tanpa izin
perempuan itu diatur dalam Pasal 347 KUHP. Tetapi jika
perempuan itu mengakibatkan atau berakibat mati, hal itu

diatur dalam Pasal 347 (2) KUHP.

Pasal 348 (1) KUHP yang dirumuskan:

Barang siapa dengan menyebabkan gugur atau mati
kandungan seseorang wanita dengan izin wenitz itu, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya jima tahun enam
bulan.

Pasai 248 (2) KUHP yang dirumuskan

Jika perbuatan itu berekibat wanita it armall dinidana penjara
selama-lamnya tujub tahun.

Pasai 349 KUHP menjeiaskarn fentzng bagaimana  jika

sesecrang dokier, bican atau juru oial dengan kata 1ain biasa

dissbut duxun beranak, dalam ha! v membznt: di dalam
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kejahatan yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348 KUHP maka
hukumannya ditambah dengan sepertiga yang ditentukan
dalam masing-masing pasal tersebut dan apabila ia seorang
pegawai dia dapat dipecat.

m. Pada Pasal 350 KUHP, hanya menerangkan tentang/»\

pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pem

\““‘

berencana atau karena salah satu kejahatan ditera 9&%\

dalam Pasal 344, 347 dan 348 dapat dijatuhkan penca fan FARAR

hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 KUHP.

2. Penganiayaan
Penganiayaan adalah suatu perbuatan pidana dengan
menyakiti orang lain yang mengakibatkan pengorabanan dan
| penderitaan berat akan matinya seseorang.
‘ Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan,

merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau sebanyak-
banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat yang bersalah
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima
tahun.

3. Jika perbuatan itu berakibat matinya crang, maka yang
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan
dengan sengaja.
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5 Percobaaan melakukan kejahatan itu tidak dapat
dipidana.

Bertitik tolak dari maksud terbentuknya Pasal 351 KUHP di
atas,maka dirumuskan suatu pengertian tentang penganiayaan,
penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan
rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan merupakan perbuatan
dengan sengaja merusak kesehatan orang

Oleh karena itu para ahli hukum menafsirkan bahwa yang
dimaksud penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP. Setiap
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa
sakit atau luka kepada orang lain.

Pembagian delik penganiayaan ke dalam beberapa kelompok
didasarkan pada beberapa kriteria menurut KUHP tepatnya 351
sampai dengan Pasal 358 KUHP penganiayaan dibedakan atas
empat macam (R. Soegandhi, 1981:367) yaitu:

1) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang

dirumuskan sebagai berikut:

1. Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356,
penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau
halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan,
dipidana sebagai penganiayaan ringandengan pidan
penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat
ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan
kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau
yang dibawah perintahnya.
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2. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.
Tindakan pidana ini disebut penganiayaan ringan,yang

masuk dalam Pasal ini ialah penganiayaan yang tidak:
1. menyebabkan sakit ( walaupun menimbulkan rasa sakit).

2. menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau
melakukan pekerjaan sehari-hari
Perbuatan ini misalnya menempeleng kepal. Walaupun
perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun
tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan
jabatan serta dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.
Sebaliknya meiukai jari kelingking seorang pemair. biola,
walaupun kecil sekali, namun apabila perbuatan itu
menyebabkan si pemain biola tidak dapat bermain orkes,satu-
satunya profesi yang dapat ia jalankan, tidak dapat digolongkan

sebagal penganiayaan ringan.

2) Penganiayaan berencana ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang

dirumuskan sebagai berikut:

a. Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu,dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat,maka yang
bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh
tahun.




3)

4)
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c. Jika perbuatan itu berakibat matinya orangmaka yang
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya sembilan tahun
Dituntut dengan Pasal ini ialah penganiayaan yang

dilakukan dengan direncanakan lebih dulu. Ancaman
hukumannya lebih berat daripada ancaman hukuman yang
tersebut dalam pasal 351.

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang

dirumuskan sebagat berikut:

a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain,
dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana
penjara selama-lamanya delapan tahun.

b. Jika perbuatan itu berakibat metinya orang, maka yang
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya sepuluh tahun.

Tindak pidana ini dinamakan penganiayaan berat. Agar
dapat dituntut menurut Pasal ini, luka berat itu harus menjadi
tujuan awal si pelaku. Apabila luka berat itu hanya sebagai akibat

belaka (tidak menjadi tujuan si pelaku), maka yang bersalah

dituntut karena penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.

Penganiayaan berat dan berencana diatur dalam Pasal 355

KUHP yang diatur sebagai berikut:
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Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dus
belas tahun.

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang
bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima belas tahun.

Yang dituntut menurut Pasal ini ialah penganiayaan yang

tersebut dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan direncanakan

lebih dahulu.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan

kekerasan disertai dengan ancaman kekerasan oleh seorang laki-

laki terhadap seorang perempuan di luar pernikahan, Pasal 285

KUHP (R. Sugandhi, 1981:302) rumusannya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Selanjutnya Pasal 287 KUHP (R.Sugandhi,1981:304) berbunyi

sebagai berikut:

1.

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan
istrinya padahal diketahuinya atau patut disangkanya,
bahwa umur perempan itu belum cukup lima belas tahun
ataukalau tidak terang berapa umurnyabahwa
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perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2 Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan
kecuali umur perempuan itu belum sampai dua belas
tahun atau jika ada satu hal tersebut pada Pasal 291 dan
Pasal 294.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerkosaan merupakan

suatu tindakan atau delik yang mana perbuatan tersebut

bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, hal inf el
dilihat dari unsur-unsur (Made Darma Weda, 1986:70):

Unsur kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan.
wanita yang bukan istrinya. Adanya unsur kekerasan terseb
merupakan unsur yang membedakan perkosaan dengan
kejahatan kesusilaan yang lain, yang diatur dalam KUHP.
Meskipun begitu,perlu dicatat dalam perspektif kriminologi
bahwa sesungguhnya bukanlah unsur yang utama dan
dominan, melainkan unsur “consent” atau persetujuan.
Adanya unsur “consent” atau persetujuan yang menentukan
ada tidaknya hubungan seks dalam wujud perkosaan.

Trugranar®

Pasal 285 KUHP secara tegas memberikan ancaman
hukuman terhadap tindakan kekerasan dengan memaksa
perempuan bukan istrinya untuk'bersetubuh dengan dia, karena
tidak dapat melawan lagi dan persetubuhan ini benar-benar
dilakukan sedangkan ancaman hukumannya apabila memenuhi
unsur-unsur dari Pasal yang dimaksud.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas adalah lebih tepat
jika persetubuhan sebagai salah satu unsur pokok yang periu

dipertegas lagi, bahwa di dalam persetubuhan ini tidak diperiukan
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keluarnya air mani dari pihak laki-laki masuk ke dalam kemaluan
perempuan, hal ini menjaga agar pihak laki-laki sebagai pelaku
kejahatan tersebut menyangkal perbuatannya, walaupun demikian
tidak dapat disangkal bahwa perbuatan tersebut sudah jelas dan
terang bahwa perbuatan itu tercela yang patut diancam hukuman
pidana penjara.
Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang
dipandang melanggar aturan-aturan hukum pidana dan
mengganggu ketentraman masyarakat ataupun individu itu sendin,
olehnya itu suatu ketetapan tindakan dari aparat penegak hukum
untuk memberantas delik pencuarian tersebut. Arti pencurian yang
dirumuskan oleh R. Sugandhi dalam Pasal 362 KUHP adalah
mengambil milik orang lain, dengan maksud hendak memiliki secara
melawan hukum.

Pencuarian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP
yang pada dasarnya harus dilakukan pada orang berupa kekerasan.

Rumusan Pasal 365 KUHP adalah:

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun
dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti
dengan kekerasan pada orang, dengan maksud untuk
menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika
tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya
sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu
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untuk melarikan diri atau supaya barang dicurinya tetap

tinggal ditangan.

2. Pidan penjara selama-lamanya dua belas tahun
dijatuhkan:

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di
dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta
api atau tram yang sedang berjalan.

2. jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua
orang lebih.

3. Jika bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan
itu dengan memakai anak kenci palsu,penntahan
palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan berakibat ada orang luka berat.

3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas
tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
4. Pidana matia atau penjara seumur hidup atau penjara

sementara selama-lamnya dua puluh tahun dijatuhkan,
jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati
dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua
orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang
diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan
melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak
berdaya, umpamanya memberi minum racun dan lain-lainnya,
sehingga orang tidak ingat lagi. Orang pingsan itu tidak mengetaui
apa yang akan terjadi pada dirinya dan tidak berdaya artinya tidak
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat

mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali

kaki dan tangannya mengurung dalam kamaranya memberikan




suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang tidak berdaya iiu masih
dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Pada dasarnya menurut pasal ini bahwa kekerasan atau
ancaman kekerasan itu harus ditujukan kepada orang bukan kepada
barang dan dapat dilakukan apabila ditujukan untuk tertangkap
tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut
melakukan diri atau barang yang dicuri yang merusak rumah,tidak
masuk dalam pengertian tersebut di atas, karena kekerasan itu tidak
ditujukan kepada manusia atau pemilk rumah, jikka seorang
pencopet setelah dimaki-maki oleh yang melihatnya,maka hal ini
tidak termasuk dalam pengertian di atas.

Dengan memperhatikan pengertian di atas, unsur-unsur

pencurian dengan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Pencunan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan.

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu ditujukan kepada orang.

3. Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian atau
jika dia tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau
kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau melarikan din

atau supaya barang dicurinya tetap ada di tangannya.
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2.3 Delik Kekerasan Terhadap Anak
Sebelum lebih lanjut membahas mengenai delik kekerasan

terhadap anak maka Penulis terlebih dahulu membahas tentang delik.

a. Pengertian Delik

Istilah delik berasal dari bahasa latin yakni delictum dalam
bahasa Jerman disebut delict dan dalam bahasa Perancis disebut delit
dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 1988, tercantum sebagai berikut.

Delik,perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Laden
Marpaung,1991:3).

Sedangkan menurut Kamus Hukum (Yan Pramadya
Puspa, 1997:291):

DELICT: STRAFBAARFEIT (Bld), tindak pidana;delik.

- OFFENCE,; DELIQUENCY, DELICT (Ing),-tindak pidana; delik.

- perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atav
hukum dimana sipelanggarnya dapat dikenakan hukuman
pidana atas perbuatannya tersebut, perbuatan tersebut
dinamakan tindak pidana atau kejahatan (pidana).

- KLACHT DELICT (bld), - kejahatan yang dapat ditindak atau
dituntut karena adanya pengaduan atau disebut kejahatan
aduan; atau disebut juga delik aduan;

Di kalangan para ahli hukum, atau para sarjana menggunakan

berbagi istilah yang sama pengertiannya dengan delik Moeljatno
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memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah
tindak pidana karena menurut beliau “tindak” lebih pendek dari pada
perbuatan tapi “tindak” tidak qmenunjukkan kepada hal yang abstrak
seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. E. Utrecht
memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa
(feit) dari sudut hukum pidana, Mr Tirtaamidjaja memakai istilah
pelanggaran pidana. (Laden Marpaung,1991:3)

Penggunaan beberapa istilah tentang delik menurut pendapat
para sarjana tersebut, tetap menunjukkan penafsiran makna yang sama.
Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui Strafbaarfeit/delik,
untuk lebih jelasnya pengertian delik tersebut, menurut Simons (Andi
Zainal Abidin Farid 1995:224) sebagai berikut:

Strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah perbuatan melawan

hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang

yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud ialah
kesalahan dalam arti luas meliputi dolus (sengaja) dan culpa late

(alpa dan lalai).

Pendapat ahli hukum pidana ini, menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan delik atau peristiwa pidana adalah perbuatan
seseorang yang bertentangan dengan dan dianggap mampu
bertanggungjawab.

Selanjutnya Moeljatno (1985:54), menyatakan sebagai berikut:

Delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa
melanggar larangan tersebut.

Sedangkan Laden Marpaung (1991:4) mengenai definisi delik

(Strabaar feit) dapat dilihat pendapat para pakar-pakar,antara lain:

- VOS . Delik adalah feit yang dinyatakan dapat
“  dihukum oleh undang-undang.
- Van Hamel - Delik adalah suatu serangan atau suatu
ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- Prof. Simons - Delik adalah suatu tindakan melanggar

hukum yang telah dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggung
jawabkan atas tindakannya dan oleh
Undang-undang telah dinyatakan
sebagai suatu perbuatan/tindakan yang
dapat dihukum.

Berdasarkan peridapat tersebut dapat disimpulkan bahwa harus
ada perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman (sanksi) dan
berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe (Bambang Poernomo,1994:91), mengatakan
bahwa peristiwa pidana atau Strafbaar feit dapat dilihat dari dua sudut
pandang, yaitu:

a definisi menurut teori memberikan pengertian peristiwa
pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran
tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan
harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata
hukum dan menyalamatkan kesejahteraan umum dan;

b definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian
peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan
undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat
dihukum.
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa delik
adalah perbuatan yang melanggar kaidah atau tata hukum sehingga
dijatuhkannya pidana guna mempertahankan tata hukum dan
kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut hukum adat, Bushar Muhammad (2002:61-
62) delik adat adalah:

Suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan

perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu

keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material
atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap
masyarakat berupa kesatuan.

Ruslan Saleh (1990:20), menyatakan istilah Perbuatar Pidana
sebagai berikut:

Delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang

bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh

hukum. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang anti sosial.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, dikatakan bahwa
delik perbuatan pidana merupakan perbuatan yang sifatnya melawan
hukum,yakni bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
sudah ada.

Lain halnya dengan Andi Zainal Abidin Farid (1995:231),yang

lebih cenderung memakai istilah delik, karena:

a. Bersifat Universal dan dikenal dimana-mana;
b. Lebih singkat, efisien dan netral;
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c. Dapat mencakup delik-delik khusus, yang subjeknya
merupakan badan hukum, badan, orang mati.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sianturi (lrwan,2001:34),
mengemukakan istilah “Het Strafbare Feit” dan telah diterjemahkan

dalam bahasa indonesia sebagai berikut:

Perbuatan yang dapat/boleh di hukum;
Peristiwa pidana;

Perbuatan pidana;

Tindak pidana;

ao oo

Delik yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan
bervariasi penyebutan istilah, dan penulis dapat memahami bahwa
meskipun terdapat berbagai istilah, tetapi maknanya sama vyaitu
perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya diancam pidana atau
dijatuhi hukuman kalu yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan delik sesuai dengan fakta yang terungkap di
persidangan.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertien delik
sebagaimana yang dikemukakan tersebut, maka dapatlah diketahui
bahwa yang dimaksud adalah sama pengertiannya dengan istilah tindak
pidana,peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, asas yang berbunyi tiada pidana tanpa
kesalahan adalah sudah tepat karena hanya mereka yang terbukti

melakukan delik atau tindak pidana akan dijatuhi hukuman pidana atau
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penjara, seperti halnya bagi pelaku yang terbukti melakukan delik

pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285

KUHP.

. Unsur-unsur Delik Pada Umumnya

Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu pula

dikemukakan unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno

(1985:63), unsur-unsur delik terdin atas:

kelakuan dan akibat (perbuatan),

keadaan tambahan yang memberatkan;
unsur melawan hukum yang obyektif, dan
unsur melawan hukum yang subyektif.

® a0 o

hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Lebih lanjut Andi Zainal abidin Farid (1995:235), menyatakar

bahwa syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut:

A. ACTUS REUS (DELICTUM)

a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik (bestanddelen;

Tatbestanmassigkeit)

b. Unsur-unsur diam (kenmerk),
Element):
ba. perbuatan aktif atau passif

bb. melawan hukum objektif atau subjektif

bc. Tak ada dasar pembenar (rechtsvaardigingsngrond,

justification)

B. MENS REA
PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL

a. Kemampuan bertanggungjawab
(toerekeningsvatbaarheid)

b. kesalahan dalam arti luas,
ba. dolus (kesengajaan)
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baa. sengaja sebagai niat
(oogmerik)
bab. sengaja sadar akan kepastian atau
keharusan
(zekerheidsbewustzijn)
bac. sengaja sadar akan kemungkinan (dolus
eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn)
bb. Culpa lata
bba. Culpa lata yang disadari (alpa)
bb. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

C. SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN (Strafyoridussetzungen) =
(A+B)
A + B - C
Syarat objektif + Syarat subyektif = Syarat pemidanaan

Aliran dualisme tentang delk memandang, bahwa untuk
memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat
pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (feit) dan pembuat (dader),
karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri. PAF Lamintang
(Laden Marpaung, 1991:9) mengemukakan unsur-unsur subjektif dan
unsur-unsur objektif adalah:

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-

unsur vang melekat pada dir sipelaku atau yang berhubungan

din si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu
yang terkandung dalam hatinya.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan

yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si
pelaku itu harus dilakukan.

Pendapat di atas, lebih di pertajam maknanya oleh Laden
Marpaung (1991:6-7) pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok

yaitu unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif.




a. Unsur Pokok Subyektif

1)

2)

Sengaja (The Intention/Dolus):
Menurut pakar ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu:

a) Sengaja sebagai maksud (oogmerk).

b) Sengaja dengan keinsafan pasti (opset bijzekerheids
bewus zijn).

c) Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus
evan tualis).

Kealpaan (The Negligence/culpa),adalah merupakan
bentuk kesalahan yang lebih ringan dari dolus (sengaja).
Ada 2 (dua) bentuk kealpaan yakni:

a) Tak berhati-hati.
b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Pokok Obyektif, terdiri dari:

1)

3)

4)

Perbuatan manusia berupa:

a) Act yakni perbuatan aktif yang juga ada pakar yang
menyebut perbuatan positif.

b) Omission yakni tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak
aktif. Sebagian pakar menyebut dengan perbuatan
negatif. Dengan perkataan lain ialah membiarkan,
mendiamkan.

Akibat (result) perbuatan manusia.

Akibat dimaksud adalah membahayakan atau
merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang
dipertahankan oleh hukum,misalnya: nyawa, badan,
kemerdekaan, hak milik/harta benda kehormatan dan lain
sebagainya.

Keadaan-keadaan (The circumstences).

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara
lain: -

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan
yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum
adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan
dengan larangan atau perintah.
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Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan

dalam satu delik, satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti

Penuntut Umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-

akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum. Penyidik
unsur delik tersebut seandainya satu unsur tidak didukung alat bukti ‘
|

agar kasus perkara tidak diteruskan demi efisiensi dan efektifitas guna

mencegah penderitaan batin yang berlarut-larut yang akan di

tersangka/terdakwa.

. Delik Kekerasan Terhadap Anak
Kekerasan terhadap anak adalah bentuk pelanggaran terhadap
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan
terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 yang
berbunyi:
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ada empat bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, Hadi setia
Tunggal (2003:xii). Pertama, kekerasan seksual, meliputi eksploitasi

seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi,

pemerkosaan,pemaksaan seksual. Kedua kekerasan fisik tindakan ini
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meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menjewer,
menendang. Ketiga kekerasan emosional atau sering disebut kekerasan
verbal. Bentuk ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak,
memarahi dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak
pantas. Keempat,adalah kekerasan penelantaran, bentuk ini pada
umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi
kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, putus
sekolah, memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik, dan jenis-
Jjenis pekerjaan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan
terhadap anak adalah segala bentuk pelanggaran terhadap
kemerdekaan hak-hak anak sebagai manusia baik secara fisik maupun
secara psikis.
Ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak
Perlindungan anak merupakan hak mutlak yang harus diberikan
terhadap anak. Al Quran juga menyatakan hal tersebut dalam surah Al
Bagarah ayat 233 (Tim Disbintalad, 1990:67).
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selalu selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan waris
pun berkewajiban demikian.
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Ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapatkan
berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa dan
menjadi generasi penerus para orang tua yang akhirnya menjadi
pewaris langsung sifat-sifat orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan
bahwa agar anak-anak dapat mehjalani masa kecil yang
membahagiakan, mereka berhak menikmati hak-hak dan kebebasan
baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan
masyarakat.

Pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB secara
aklamasi mensahkan Deklarasi Hak Anak (Arif Gosita,2004:72-174)
mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang
terbaik bagi anak-anak, oleh karena itu menghasilkan beberapa asas:

Asas 5
Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang
berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus
memperoleh pendidikan, perwatan dan perlakuan khusus.
Asas 6
Agar supaya kepribadianna tumbuh secara maksimal dan
harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan
pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di
bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri.
Asas 7
Aak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-
cuma sekurang-kurangnya di tingkat dasar.
Asas 8
Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam
menerima perlindungan dan pertolongan.
Asas 9
Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-nyiaan,
kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun mereka
tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.




Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang
mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama
maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 yang diratifikasi

dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dalam konvensi tersebut

tetuang hak anak (Peter Baerh dkk dalam Aswanto, Majalah

Anakita,2002:29) antara lain:

7

Hak mutlak akan kehidupan, dan kewajiban negara untuk
memastikan kelangsungan kehidupan dan pengembangan
anak; '

Hak untuk memiliki nama sejak lahir dan memperoleh
kewarganegaraan;

Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali ini
dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;hak
untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tuanya bila
dipisahkan dari satu atau keduanya, tugas negara dalam
kasus dimana pemisahan adalah akibat tindakan negara,

Hak anak untuk memperoleh perawatan dan asuhan dari
orang tua, negara. hendaknya mendukung pemenuhan atas
hak ini;

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuar;
khusus bagi anak-anak yang tidak menikmati lingkungan
keluarga, dan untuk memastikan bahwa perawatan keluarga
pengganti yang tepat atau penempatan diganti disediakan
bagi mereka, dengan memperhatikan latar belakang budaya
anak yang bersangkutan,

Hak anak-anak cacat memperoleh perwatan khusus,
pendidikan dan latihan yang dirancang untuk membantu
mereka untuk mencapai kemandirian semaksimal mungkin
serta untuk menjalani kehidupan yang penuh dan kreatif
dalam masyarakat;

Hak untuk memperoleh tingkat kesehatan yang setinggi
mungkin dan kesempatan memperoleh kesehatan dan
pelayanan medis, dengan tekanan khusus pada penurunan
kematian bayi, perawatan kesehatan dasar dan preventif, dan
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penyuluhan kesehatan. Kewajiban negara untuk bekerja
kearah penghapusan praktik-praktik tradisional yang
merugikan,

8. Hak anak memeperoleh jaminan sosial,

9. Hak anak memperoleh pendidikan, dan kewajiban negara
untuk memastikan bahwa paling kurang pendidikan dasar
disediakan secara cuma-cuma dan diwajibkan. Pelaksanaan
disiplin sekolah akan mencerminkan martabat manusia anak;,

10. Hak anak memperoleh perlindungan narkoba dan obat
psikotropika dan dari keterlibatan dalam produksi dan
distribusinya.

Hak anak merupakan hak asasi yang harus diberikan sebagai
hak mutulak sebagai manusia, setiap manusia membutuhkan
perlindungan. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 berbunyi:

Perindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
khusus sebagaimana dikemukakan oleh Shanti Deliana (1988:5) bahwa:

Perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang
memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar
dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki
nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial
termasuk gizi yang cukup,perumahan rekreasi, dan pelayanan
kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan
khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam
suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat
mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua
mereka sendiri, mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi
malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima
perlindungan serta petolongan; memperoleh perlindungan baik




atas segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan

maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk

diskriminasi.

Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan khusus anak sebagai

berikut:

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memberi perlindungan khusus pada
anak situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (napsa), anak korban
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan
baik secara fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus anak dapat dikategorikan sebagai

berikut:

1. Anak dalam situasi darurat
Sejak tahun 1998 telah terjadi kerusuhan baik di Ambon, Poso,
Palopo, Sampit dan daerah-daerah lainnya dan jatuh korban dikedua
belah pihak yang bertikai. Anak merupakan salah satu yang paling
menderita dalam pertikaian itu, karenanya dalam Undang-undang
nomor 23 tahun 2002, memberikan kategori anak yang dalam situasi

darurat yaitu:

a. Anak yang menjadi pengungsi
b. Anak korban kerusuhan
c. Anak korban bencana alam
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d. Anak dalam situasi konflik bersenjata

Pengungsi anak lebih mendapat perhatian dikarenakan sebab-
sebab bencana alam dan bencana lain yang di tempat pengungsian
anak rentan terkena penyakit dan kurang perlindungan darn orang
tua. Korban kerusuhan konflk agama banyak orang tua yang
meninggal karena konflik tersebut,anak-anak yang orang tuanya
yang meninggal akan tidak lagi mendapat kasih sayang, anak tidak
diperbolehkan dilibatkan dalam konﬂik bersenjata dengan alasan
apapun.
. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

anak nakal adalah anak yéang:

a. Melakukan tindak pidana atau
b. Melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan.
Undang-undang nomor 3 tahun 1897 memberikan perlindungan
anak dalam hukum acara peradilan anak. Hakim dalam melakukan
peradilan anak tiga memakai toga,merupakan bentuk perlindungan

jiwa agar anak tidak ketakutan. Dalam ketentuan lain Undang-
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undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
ditentukan:

Pasal 6 menentukan bahwa:

a. anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan
dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi
hambatan yang tejadi dalam masa pertumbuhan dan
perkembangannya’

b. Pelayanan dan asuhan sebagaimana dimaksud daiam ayai

Dalam Pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang

pemasyarakatan ditegaskan bahwa narapidana berhak: = ”i";. h..

o

Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;

Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun
jasmani;

=3

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Meyampaikan keluhan;

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti ssaran media masa
lainnya yang tidak dilarang;

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang

tertentu lainnya;

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi),

j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk  cuti
mengunjungi keluarga;

k. Mendapat pembebasan bersyarat;

. Mendapat hak-hak lainnya sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa anak yang dipidana

memperoleh hak sebagaimana diperoleh dalam Pasal 14 kecuali



Pasal 66 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, menentukan bahwa:

(1)

(7)

Setiap anak  berhak untuk tidak dijadikan sasaran
penganiayaan,penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang
tidak menusiawi.

Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-
anak.

Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya
secara melawan hukum.

Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak
hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku
dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai
dengan usianya dan harus dipisahkan kebutuhan orang
dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk
membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam
sidang yang tertutup untuk umum.

Hak yang mutlak ada pada seorang anak berdasar hak asasi

manusia,mendapat perlindungan dari perlakuan yang tidak

manusiawi,anak yang melakukan pelanggaran harus mendapat

perlakuan yang adil sesuai peraturan yang berlaku.

Anak juga merupakan warga negara,mereka harus mendapatkan

perlakuan yang seimbang ditegakkan hak-haknya dalam Undang-




undang Peradilan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum
dilindungi haknya berdasar undang-undang.

Dalam proses anak terlibat dengan masalah hukum,tidak boleh
melanggar ketentuan tentang peradilan anak. Anak tidak boleh
dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dan
diperlakukan secara manusiawi juga memperoleh bantuan hukum
yang layak.

. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual

Anak-anak di seluruh dunia berisiko dan kekerasan dalam tingkat
cukup tinggi. Indonesia mempunyai risiko untuk dalam kasus
eksploitasi anak, Iarangarl eksploitasi dan seksual telah tercantum
dalam berbagai Undang-undang. Dalam Undang-undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Pasal 68 pengusaha
dilarang mempekerjakan anak tetapi pada Pasal 69 ditentukan

bahwa:

(1) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68
dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga
belas) tahun samapai dengan 15 (lima belas) tahun untuk
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan
ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:

a. izin tertulis dan orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua
atau wali;




(3)
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o

waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu
sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas,
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf
a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada
usaha keluarganya.

Pada Pasal 70 menetapkan bahwa:

(1)

(2)

anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang

merupkan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan

yang disahkan oleh pejabat yang berwenagn.

anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

berumur 14 (empat belas) tahun.

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan syarat:

a. diberi petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan
pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam
melaksanakan pekerjaan,; dan

b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Lebih lajut Pasal 71 menetapkan bahwa:

(1)

(2)

anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan
bakat dan minatnya.

Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:

a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau
wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu
perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ketentuan mengenai anak yang Dbekerja untuk
mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Sedangkan pada Pasal 72 menentukan bahwa:

Dalam hal anak yang dipekerjakan bersama-sama
pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus
dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 74 menentukan bahwa:

(1) siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak
pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk.

(2) pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau
sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan
atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi
pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;,

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan,
atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan
minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.

(3) jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan
Menteri.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 64 menentukan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang
membahayakari  dirinya,sehingga dapat mengganggu
pendidikan kesehatan fisik,moral kehidupan sosial dan
mental spiritualnya.
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Dalam Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang

Konfensi Hak-hak Anak, Pasal 23 ayat(1) menentukan:

mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi
dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan
berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau
membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental,
spiritual moral atau sosial anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor: SE-06 MEN/1988

tanggal19 Oktober 1988 ditentukan sebagai berikut:

a. Pada sektor formal

"

Lebih ditingkatkan pemeriksaan pengawasan terhadap
perusahaan-perusahaan pada sektor formal untuk
sejauh mungkin perusahaan-perusahaan tersebut
tidak mempekerjakan anak.

Apabila ditentukan disektor formal terdapat <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>